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ABSTRAK

Silpiana Ismail, Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang
Palsu Di Kota Parepare (Studi Kasus Penanganan Di Polres Parepare) (Dibimbing oleh
Ibu Rasna).

Penelitian ini bertujuan untuk pertama mengetahui bentuk dan modus perbuatan
pengedaran uang palsu yang ditagani di Kota Parepare, kedua untuk mengetahui
penerapan konsep figh jinayah terhadap kasus pengedaran uang palsu dalam konteks
Hukum positif di Kota Parepare, dan ketiga untuk menganalisis jenis sanksi penegakan
Hukum yang dikenakan terhadap pelaku pengedaran uang palsu menurut figh jinayah
di Kota Parepare.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research). Metode penelitian yaitu deskriptif dan kualitatif dengan
pendekatan studi kasus.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran uang palsu di
Kota Parepare dilakukan melalui transaksi jual beli sehari-hari dengan menyasar
kelompok masyarakat rentan, khususnya pedagang kecil. Dalam perspektif figh
Jjinayah, tindak pidana tersebut termasuk jarimah ta’zir karena tidak memiliki
ketentuan sanksi yang spesifik dalam nash, sehingga penetapan hukuman diserahkan
kepada pemerintah berdasarkan kemaslahatan. Sementara itu, dalam hukum positif,
sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dinilai sejalan dengan konsep ta’zir, karena bertujuan
memberikan efek jera, melindungi harta (hifz al-mal), serta menjaga stabilitas ekonomi
masyarakat.

Kata Kunci: Pengedaran uang palsu, Tindak pidana , Figh jinayah
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta ol Te
< Tsa Ts te dan sa
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Dzal Dz de dan zet
0 Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye

xvii



o= Shad $ es (dengan titik di bawah)
o= Dhad d de (dengan titik dibawah)
L Ta t te (dengan titik dibawah)
L Za z zet (dengan titik dibawah)
g ‘ain ‘ koma terbalik ke atas

a Gain G Ge

- Fa F Ef

S Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nun N En

3 Wau W% We

“ Ha H Ha

3 Hamzah 1 Apostrof

¢ Ya Y Ye

Hamzah () yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(*).
1. Vokal
a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
i Dhomma U U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(s Fathah dan Ya Al adani
By Fathah dan Wau Au adanu
Contoh :
<aX :Kaifa
ds~ : Haula
Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
Fathah dan Alif F
L/ A a dan garis di atas
atau ya
s Kasrah dan Ya I 1 dan garis di atas
5 Kasrah dan Wau U u dan garis di atas
Contoh :
<l : mata
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Z2S) :rama
Jé : qila
o ! yamutu
3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua:

a. Tamarbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammabh,

transliterasinya adalah [t].

b. Tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah
itu ditransliterasikan dengan 4a (h).

Contoh :
43l dagy : raudahal-jannah atau raudatul jannah
EURRHIR A I al-madinahal-fadilah atau al-madinatulfadilah
A& - al-hikmah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
i) : Rabbana
WS : Najjaina
Gall al-haqq
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QAJ\ : al-hajj
Al D nuima
5% : ‘aduwwun
Jika huruf ¢ bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
({=2), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (1).
Contoh:
{02 :“Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
Gl ¢Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf¥ (a/if
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
qgamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh:
Guaall al-syamsu (bukan asy- syamsu)
550 al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
dada al-falsafah
S al-bilddu
Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:
O3a0 : ta’murina
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¢ S al-nau’

Bl : syai’un
“‘L’j}f‘i‘ : Umirtu
7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dar Qur’an), Sunnah. Namun bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka
harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:
Fizilalal-qur’an
Al-sunnahgablal-tadwin
Al-ibaratbi ‘umum al-lafzlabi khusus al-sabab
8. Lafzal-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudafilaih(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:
A & Dinullah A% billah

Adapun tamarbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

& 4835 08 24 Humfirahmatillah
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9. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (4/-).
Contoh:

Wa maMuhammadunillarasiil

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnasilalladhibiBakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-ladhiunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tust

AbiiNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata /bnu (anak dari) dan Abi

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abiial-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abuial-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abiial-Walid Muhammad Ibnu)
NasrHamidAbii  Zaid, ditulis menjadi: Abii Zaid, NasrHamid
(bukan:Zaid, NasrHamidAbii)
B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
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Swt. =
saw. =

a.s. =

SM

an
=
[

subhanahuwata ‘dla
sallallahu ‘alaihi wasallam
‘alaihi al- sallam

Hijriah

Masehi

Sebelum Masehi

Lahir tahun

Wafat tahun

...4 =QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/

Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

&

G =

o5

Al

PR

o AT I/ la Al

...,ayat 4

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi

perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
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Etal : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari etalia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
(““dan kawan-kawan’’) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan
karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

XXV



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang palsu dalam perspektif
figh jinayah menjadi kajian penting mengingat maraknya kasus tersebut yang
berdampak pada kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat pada sistem
keuangan negara. Fenomena pengedaran uang palsu tidak hanya mengancam
sektor ekonomi, tapi juga menimbulkan keresahan sosial serta moral di
masyarakat. Peran uang dalam pereckonomian suatu negara adalah sangat
menentukan, sebagaimana disampaikan bahwa "peranan strategis uang tentu
sangat menentukan dalam stabilitas perekonomian negara."!

Uang yang berfungsi sebagai alat tukar sah, harus diakui dan diterima oleh
masyarakat. Konsensus ini merupakan prasyarat mutlak bagi kelancaran seluruh
aktivitas ekonomi.”> Karena itu, kajian bagaimana figh jinayah menanggapi dan
memberi solusi hukum menjadi mendesak untuk diketahui demi menjaga
kemaslahatan umat dan berjalannya hukum secara adil.®> Uang adalah sebuah
barang yang dapat ditukar dengan berbagai hal, dapat digunakan untuk

menghargai berbagai hal, dan kita dapat menabung. Selain itu, perlu diingat

! Utami Ida Lestari ‘Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang The Criminological
Review Of Money Forgery Crime’, Jurnal Ilmiah Penelitian : Law Jurnal, Vol.Iv No. (2023) h. 62—69.

2 Rr Savita, ‘Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis , Dampak Ekonomi ,
Dan Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional The
Criminal Act Of Circulating Counterfeit Money : Legal Analysis , Economic Impact , And Mitig’, Jicn:
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, Vol : 1 No (2025), h. 60-68.

3 Riana Hera Saputri, ‘Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang
Palsu Dalam Perspektif Fighi Jinayah (Studi Putusan Nomor:215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)’ (Iain Parepare,
2023) : h.7.



bahwa uang juga bisa digunakan untuk melunasi utang di masa depan. Dengan
kata lain, uang adalah hal yang pada dasarnya dapat melakukan: (1) Alat tukar
(medium of change), (2) Alat penyimpan nilai (store of value), (3) Satuan hitung
(unit of count), (4) Ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered
payment). Uang pada awalnya hanya digunakan sebagai alat tukar. Fungsi ini, di
sisi lain, telah berkembang ke titik di mana fungsi uang tumbuh serta meningkat
sehingga memiliki guna seperti uang pada saat ini*

Uang merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi atau membayar
dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipalsukan atau ditiru agar terlihat seperti
aslinya dan beredar luas di kalangan masyarakat umum. Sejak pertama kali uang
kertas ini diterima sebagai alat pembayaran yang sah, pemalsuan uang, khususnya
uang kertas, telah menjadi praktik yang umum. Metode dan teknik pemalsuan
uang kertas berkisar dari pendekatan langsung hingga teknologi yang lebih maju
dan biasa. Dalam kebanyakan kasus, individu dengan tujuan dan sasaran tertentu
terlibat dalam pemalsuan dan peredaran uang. Motivasi di balik menduplikasi
adalah pada awalnya untuk memperbaiki diri, juga untuk mendapatkan sesuatu
yang diharapkan dengan membayar dengan uang rupiah palsu. Karena arti dan
nilai uang memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia,
uang palsu juga dapat digunakan untuk menghentikan perekonomian suatu

negara.’

4 Solikin and Suseno, ‘Uang (Pengertiannya Penciptaannya Dan Peranannya Dalam
Perekonomian)’, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia., 2023, h.25.

5 Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina, ‘Upaya Bank Indonesia
Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online’, Jurnal USM Law Review, 5.1 (2022),
357-76.



Aksi pelanggar hukum pengedaran uang palsu akhir-akhir ini sangat
meresahkan masyarakat pada umumnya. Bank Indonesia (Bl) melaporkan, jumlah
peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 575.327 lembar pada Januari-
Oktober 2022. Jumlahnya meningkat 154,38% dibandingkan pada periode yang
sama tahun 2021 sebanyak 226.170 lembar. Jumlah uang palsu sepanjang tahun
ini merupakan yang terbesar selama tujuh tahun terakhir. Pada umumnya mereka
menggunakan cara yang tidak kalah canggih, dan alat yang mereka gunakan
sangat modern dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki
keahlian khusus. Mereka bisa saja menciptakan ataupun memproduksi uang palsu
dalam jangka waktu yang pendek dengan jumlah milyaran rupiah, serta hasilnya
juga nyaris menyamai uang asli, oleh sebab itu permasalahan ini janganlah
dianggap sepele baik oleh pemerintah, aparat hukum serta warga wajib
bersungguh-sungguh dalam menanggulangi permasalahan ini, sebab kejahatan
pemalsuan uang ini bisa merambah ruang lingkup yang luas. Karena tindak pidana
pemalsuan uang dapat menimpa masyarakat luas, maka masalah ini tidak dapat
ditangani sendiri oleh pemerintah. Sebaliknya, penegak hukum dan masyarakat
umum harus menanggapinya dengan serius.®

Secara hukum positif, tindakan pengedaran uang palsu telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan KUHP Pasal 245.
Namun demikian, penegakan hukum di lapangan masih menemui berbagai
kendala, seperti kesulitan pembuktian dan lemahnya efek jera yang diberikan

kepada pelaku. Hal ini memunculkan kebutuhan menghadirkan pendekatan lain,

® Danail Arifin, ““Upaya Satuan Tindak Pidana Khusus Kepolisian Resor Kudus Dalam
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang™’, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.



yakni berupa penerapan figh jinayah yang memberikan dasar hukum Islam dan
dimensi moral dalam penegakan hukum. ’

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum di tingkat daerah, khususnya
di Kota Parepare, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah
diatur dalam hukum positif dengan implementasinya di lapangan. Tidak jarang
ditemukan bahwa proses penanganan kasus pengedaran uang palsu masih berfokus
pada aspek represif semata, tanpa diimbangi dengan pendekatan preventif dan
edukatif kepada masyarakat. Padahal, kompleksitas kejahatan ini tidak hanya
terletak pada perbuatannya, tetapi juga pada faktor penyebab seperti rendahnya
literasi masyarakat terhadap ciri-ciri uang asli, tekanan ekonomi, serta adanya
jaringan terorganisir yang memanfaatkan celah pengawasan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa penanganan kasus pengedaran uang palsu memerlukan
pendekatan yang lebih komprehensit dan terintegrasi.

Kejahatan pengedaran uang palsu tidak dikategorikan sebagai jarimah yang
memiliki hukuman tetap (seperti hudud, gisas, atau diyat) menurut Figh jinayah.
Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan kepada pelaku termasuk jarimah fa'zir,
sebuah hukuman yang bersifat fleksibel dan mengandalkan kebijaksanaan hakim.
Hukuman ini bisa berupa denda, kurungan, atau bentuk lain yang dinilai paling
tepat untuk mencapai kebaikan publik dan keadilan. ®

Sejatinya tindakan pencetakan dan mengedarkan uang palsu sangat

meresahkan kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas ekonomi

7 Wawan Kurniadi, ‘Pemidanaan Terhadap Peredaran Uang Palsu Perspektif Hukum Positif
Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 794 K/Pid.Sus/2017)’ (Uin Syarif Hidayatullah, 2022) :
h.24.

8 Susi Astuti, ‘Tinjauan Figh Jinayah Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang’ (Uin Raden
Fatah Palembang, 2023) : h.13.



menengah ke bawah yang sangat kesulitan mendapatkan uang. Penyebaran uang
palsu di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga cukup meresahkan.’

Figh jinayah menetapkan bahwa kejahatan pengedaran uang palsu terdiri
dari tiga unsur utama: tindakan pemalsuan, peredaran dengan niat untuk menipu,
dan kerugian yang dialami oleh pihak lain. Perbuatan ini jelas-jelas menodai
prinsip fundamental kejujuran dan keadilan Islam. Oleh karena itu, pelaku harus
dikenakan sanksi yang memastikan adanya efek jera dan melindungi stabilitas
sosial dan ekonomi. '°

Figh jinayah menetapkan bahwa kejahatan pengedaran uang palsu tidak
tergolong sebagai jarimah dengan sanksi baku (hudud, gisas, atau diyat), sehingga
hukuman bagi pelakunya termasuk kategori ta'zir atau hukuman diskresioner yang
ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim. Unsur-unsur kejahatan ini meliputi
pemalsuan uang, upaya peredaran yang didorong oleh niat menipu, dan timbulnya
kerugian pada pihak lain. Secara moral dan etika, perbuatan ini sangat
bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan Islam karena merampas hak
milik orang lain secara tidak sah, yang berarti pelaku menanggung dosa di
hadapan Allah SWT selain sanksi dunia. Oleh sebab itu, hukuman ta'zir penting
dijatuhkan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kerusakan sosial dan
ekonomi, dengan mempertimbangkan keadilan dan maslahat (kebaikan umum).
Proses penegakan hukum figh jinayah mengedepankan dua aspek, yakni yuridis

(penilaian bukti dan dakwaan) dan non-yuridis (penilaian latar belakang pelaku,

% Setyalrdhana Angky Anggriawan, ‘“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran
Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby),” 2023.

10 Riana Hera Saputri. ‘Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran
Uang Palsu Dalam Perspektif Fighi Jinayah (Studi Putusan Nomor:215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)’ (lain
Parepare, 2023) : h.10-12.



seperti status residivis). Pertimbangan menyeluruh ini penting untuk menetapkan
hukuman yang proporsional dan mencerminkan prinsip keadilan restoratif.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sangat
diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempertimbangkan
nilai-nilai syariah yang luhur. Pendekatan ini akan melengkapi sistem hukum
nasional dan menguatkan keadilan dalam penegakan hukum pengedaran uang
palsu. '! Pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang memberi dampak
serius pada stabilitas sistem ekonomi dan keamanan sosial. Oleh karena itu,
penegakan hukum harus bersifat preventif dan represif, memadukan hukuman dan
edukasi untuk mencegah pelanggaran berulang. '

Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan pemalsuan
uang, sehingga aparat penegak hukum harus adaptif dan meningkatkan koordinasi
antar lembaga untuk menuntaskan kasus dengan efektif dan komprehensif.
Keberadaan masalah pengedaran uang palsu sangat nyata dan berpengaruh
langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan sistem moneter
negara.

Kasus pengedaran uang palsu di Indonesia cukup marak dan beragam.
Contohnya, pada Mei 2023, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 12 tersangka
sindikat pengedar uang palsu dolar AS senilai Rp5,855 miliar yang diedarkan di
Jakarta Barat dan Selatan. Selain itu, pada Juni 2024, Polda Metro Jaya kembali

meringkus tiga tersangka dengan uang palsu yang akan diedarkan senilai Rp22

"' T, Rosita, ‘Peredaran Uang Palsu: Ancaman Serius Terhadap Kestabilan Ekonomi Dan
Sistem Keuangan Nasional’, Suaraindo.ld, 2025.h.20.

12 Muhammad Trianda Kusuma, ‘Peredaran Uang Palsu: Tantangan Dan Peluang Bi Sebagai
Penjaga Rupiah’, Cnbc Indonesia, 2025.h.34-37



miliar. Di Sulawesi Selatan tepatnya di Polres Parepare aktif menangani kasus
serupa, seperti pengamanan tiga pelaku dari Makassar pada Oktober 2024 dengan
barang bukti Rp 2,8-13 juta uang palsu pecahan Rp50.000, dijerat Pasal 244-245
KUHP dan Pasal 247 UU Mata Uang dengan ancaman 12 tahun penjara Studi
kasus Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Pre menunjukkan hakim memutus
berdasarkan pertimbangan yuridis (bukti KUHP Pasal 244-245 junto UU No.
7/2011) dan non-yuridis (dampak pada kepercayaan publik terhadap mata
uang).'® Pelaku dihukum penjara serta denda, sesuai prinsip ta'zir dalam figh
jinayah untuk mencegah ghulul (pengkhianatan ekonomi).tidak lama dari itu pada
bulan Desember 2024, terungkap lagi sindikat pembuatan dan peredaran uang
palsu yang melibatkan 17 orang dari lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar. Sindikat ini menggunakan modus operandi dengan cara
menyelipkan uang palsu di antara vang asli dalam transaksi jual beli sehari-hari.
Dari kasus tersebut, jumlah vang palsu yang berhasil diungkap mencapai ratusan
juta hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, penegakan hukum yang menyeluruh
menjadi tuntutan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.'* Masalah
ini adalah keniscayaan untuk menerapkan penegakan hukum yang adil, termasuk
dengan menggunakan figh jinayah sebagai landasan moral dan hukum Islam yang
dapat memberikan hukuman fa'zir sesuai dengan fakta sosial dan tingkat

kesalahan pelaku.

13 Wahidin Riana Hera Saputri, Islamul Haq, ‘Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak
Pidana Pengedaran Uang Palsu DalamPerspektif Fighi Jinayah’, Delictum:Jurnal Hukum Pidana Dan
Hukum Pidana Islam, ISSN (Prin (2023).

14 Fatimah Az-Zahra And Resa Eka Ayu Sartika, ‘Dua Kasus Uang Palsu Dalam Enam Bulan
Terakhir, Bi: Rasio Peredaran Cenderung Menurun’, Kompas.Com, 2025.h.11-15



Selain itu, dari hasil penanganan kasus oleh Polres Parepare, diketahui
bahwa pengedaran uang palsu tidak selalu dilakukan secara individu, melainkan
seringkali melibatkan jaringan atau sindikat tertentu yang terorganisir. Para
pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari pembuat, pengedar, hingga
pithak yang bertugas mendistribusikan uang ke berbagai daerah. Fakta ini
menunjukkan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu di Parepare bukan
sekadar kejahatan biasa, melainkan sudah mengarah pada kejahatan terstruktur
yang memerlukan penanganan serius dan terkoordinasi.

Peran masyarakat juga sangat vital dalam mencegah penyebaran uang palsu,
dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segala indikasi peredaran
uang palsu kepada aparat berwenang. Peningkatan pendidikan dan literasi hukum
berbasis figh jinayah dan ekonomi Islam perlu digalakkan agar masyarakat paham
konsekuensi negatif penggunaan uang palsu dan pentingnya menjaga keutuhan
ekonomi negara. Studi kasus menangkap fakta bahwa pengedaran uang palsu
kerap melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan residivis, sehingga
dibutuhkan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan terkoordinasi antar
lembaga terkait.

Jika dikaitkan dengan perspektif figh jinayah, kasus pengedaran uang palsu
yang terjadi di Parepare ini termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, karena tidak
terdapat ketentuan hukuman khusus yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur’an
maupun Hadis. Oleh karena itu, penentuan sanksi diserahkan kepada
kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan tingkat kerugian, dampak
sosial, serta kondisi pelaku. Dalam konteks ini, penerapan ta’zir menjadi penting

untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif,



tetapi juga memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di
masa depan.

Kasus-kasus yang terjadi di Parepare juga mencerminkan adanya kebutuhan
mendesak untuk mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan nilai-nilai
hukum Islam, khususnya figh jinayah. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum
tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga memperhatikan
aspek moral, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Dengan
demikian, analisis terhadap kasus pengedaran uang palsu di Polres Parepare
menjadi sangat relevan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip figh jinayah
dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di tingkat lokal.

Figh jinayah tidak hanya mengatur soal pemberian hukuman, tetapi juga
memberi ruang pada rehabilitasi sosial dan edukasi bagi pelaku agar mereka
mendapatkan kesempatan memperbaiki diri.'> Dari sisi maslahat umat, penegakan
hukum yang adil dan tegas sangat dibutuhkan untuk melindungi hak milik
masyarakat dan memastikan sistem perekonomian tetap stabil dan aman. Konsep
figh jinayah memperkuat sistem hukum nasional dengan memberikan dimensi
moral dan spiritual, yang melengkapi kerangka hukum formal dalam mengatasi

kejahatan ekonomi khususnya pengedaran uang palsu. '®

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan pemahaman syariah

5 M.Irsad Adli, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana
Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor: 254/Pid.B/2019/Pnbna)’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).h.9-

16 Wahidin Riana Hera Saputri, Islamul Haq, ‘Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak
Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fighi Jinayah Legal Responsibility For The Circulation
Of Counterfeit Money In Fighi Jinayah Perspective’, Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum
Pidana Islam, 2023.h.45-48
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akan memperkuat efektivitaspenegakan hukum dan menciptakan kehidupan
sosial ekonomi yang harmonis dan stabil.!” Dengan demikian, kajian dan
penerapan penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang palsu dalam
perspektif figh jinayah sangat penting sebagai upaya meningkatkan kualitas

penegakan hukum yang adil, kredibel, dan efektif bagi masyarakat dan negara.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan modus perbuatan pengedaran uang palsu yang di
tangani di Kota Parepare?

2. Bagaimana penerapan konsep figh jinayah terhadap kasus pengedaran uang
palsu dalam konteks hukum positif di Kota Parepare?

3. Apa jenis sanksi penegakan Hukum yang dikenakan terhadap pelaku

pengedaran uang palsu menurut figh jinayah di Kota Parepare?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dan modus perbuatan pengedaran uang palsu yang
di tangani di Kota Parepare

2. Untuk mengetahui penerapan konsep figh jinayah terhadap kasus pengedaran
uang palsu dalam konteks hukum positif di Kota Parepare.

3. Untuk menganalisis jenis sanksi penegakan hukum yang dikenakan terhadap

pelaku pengedaran uang palsu menurut figh jinayah di kota parepare.

17 Erna Dewi, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan
Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung’, Keadilan Progresif, Volume 5 N.1 (2022).h.20.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum
pidana Islam, khususnya dalam bidang figh jinayah, dengan mengkaji secara
mendalam relevansi prinsip ta’zir dan keadilan dalam konteks penegakan
hukum modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
perspektif kritis terhadap sistem hukum nasional agar lebih berorientasi pada
keadilan moral dan spiritual sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi
aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap kasus pengedaran
uang palsu, agar tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga pada
pembinaan dan pencegahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan

masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih
adil dan sejalan dengan nilai-nilai maqasid al-syari‘ah .
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian
sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penilitian ini
diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riana Hera Saputri (2023), dengan
judul “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindak Pidana Pengedaran
Uang Palsu dalam Perspektif Fighi Jinayah” (IAIN Parepare)'® sangat
relevan karena membahas bagaimana sistem figh jinayah mengatur hukuman
ta'zir bagi pelaku pengedaran uang palsu.

Penelitian ini fokus pada kerangka hukum Islam yang mengedepankan
keadilan serta pembinaan pelaku dan menekankan implementasi hukuman
yang juga bersifat rehabilitatif. Persamaannya dengan penelitian penulis
adalah sama-sama menggunakan perspektif figh jinayah dan berfokus pada
pengedaran uang palsu. Namun, perbedaannya yaitu penelitian penulis
menekankan studi empiris pada kasus konkret di Polres Parepare, sedangkan

penelitian ini lebih bersifat normatif dan konseptual.

18 Riana Hera Saputri, ‘Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran
Uang Palsu Dalam Perpektif Figh Jinayah (Studi Putusan No:215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre’ (Institut Agama
Islam Negeri Parepare, 2023). h.45-47.

12



13

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dian Ardiana (2023), yang berjudul
“Sanksi Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu dalam Tinjauan Hukum Pidana
Islam” UIN Sunan Gunung Jati '* memberikan gambaran tentang perspektif
Hukum Pidana Islam atas kasus pengedaran uang palsu dengan penjelasan
tentang prosedur hukuman dan sanksi di pengadilan. Persamaannya dengan
penelitian penulis adalah sama-sama menitikberatkan pada sanksi dan
penegakan hukum dalam kerangka hukum Islam. Perbedaannya, fokus
Ardiana cenderung pada analisis hukum pidana Islam secara umum dengan
contoh pengadilan, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada
penegakan sanksi secara profesional di institusi kepolisian di Parepare.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Irsyad Adli (2024) yang berjudul
“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana
Pengedaran Uang Palsu” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,?
menyoroti bagaimana hakim menerapkan prinsip figh jinayah dalam
memutus perkara pengedaran uang palsu, dengan menimbang kondisi sosial
pelaku dan dampak kerugian. Persamaan dengan penelitian penulis adalah
kajian figh jinayah dan dinamika penegakan hukum di tingkat lembaga
penegak hukum. Bedanya, penelitian ini fokus pada keputusan hakim dan
prosedur peradilan, sedangkan penelitian penulis akan melihat proses awal

penanganan dari Polres sebagai institusi polisi.

B. Tinjauan Teoretis

19 Dian Ardiana, ‘Sanksi Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Dalam Tinjauan Hukum Pidana
Islam’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).h.12.

20 M. TIrsyad Adli, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana
Pengedaran Uang Palsu’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).h.24.
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1. Teori Jarimah Ta’zir

Secara etimologi, Ta'zir merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro
yang memiliki makna menolak dan mencegah kejahatan, serta berarti
menguatkan, memuliakan, dan membantu. 7a'zir juga dimaknai sebagai
hukuman yang berfungsi memberi pelajaran. Dinamakan 7a'zir karena
hakikatnya hukuman tersebut bertujuan menghalangi atau mencegah pelaku
kejahatan agar tidak kembali melakukan jarimah (tindak kriminal), atau dengan
kata lain, membuatnya jera. Sementara itu, para fugaha (ahli fikih) secara istilah
mendefinisikan Ta'zir sebagai jenis hukuman yang kadar sanksinya tidak
ditentukan secara spesifik dalam A4/-Qur'an dan Hadis. Abdul Qadir Audah

menjelaskan dalam kitab A¢-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami bahwa:*!

ASlall i) @l 5 L laie ¢ LA dasy ol ) A gied) ga el

Artinya:*“Ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh
syara’ dan penetapannya diserahkan kepada hakim demi mewujudkan
kemaslahatan.”

Berdasarkan pendapat tersebut, tindak pidana pengedaran uang palsu
termasuk jarimah fa zir karena tidak memiliki ketentuan hukuman khusus
dalam nash. Hukuman ini dijatuhkan atas kejahatan yang melanggar hak Allah
maupun hak hamba, dengan fungsi utama memberi pelajaran kepada terhukum
dan mencegahnya mengulangi kejahatan serupa. Karena sifatnya yang tidak

ditentukan, T7a'zir oleh fugaha sering disamakan dengan hukuman yang

2023.

2l At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Abdul Qadir Audah, ‘Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi,’
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dijatuhkan terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had
(hukuman yang kadarnya telah ditetapkan syariat) atau kaffarat (denda atau
tebusan tertentu).

Teori ta'zir dalam perspektif figh jinayah adalah konsep hukuman yang
diberikan bagi tindak pidana yang tidak dijelaskan secara spesifik hukuman
hudud, qisas, atau diyat dalam A/-Qur’an dan Hadis, sehingga hukuman ta'zir
diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan maslahat dan kondisi
pelaku. Dalam konteks tindak pidana pengedaran uvang palsu, figh jinayah
menggolongkan perbuatan ini sebagai jarimah ta'zir karena pelanggaran ini
termasuk tindakan penipuan (tadlis) dan gharar yang merugikan orang lain dan
mengganggu kestabilan ekonomi.??

Sehingga dalam perspektif figh jinayah, tindak pidana pengedaran uang
palsu termasuk dalam kategori jarimah ta'zir Dasar kewenangan pemerintah
dalam menetapkan hukuman fazir dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.
pada QS. An-Nisa' ayat 59:

8 K ) 5 O350 T 1l 1580 Gl 4
581 a5l 5 Al o3 S8 G IR AN s 0 ) 85308 ee s o Al IS
S 4 iy s atlh

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi
Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu
berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an)
dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang

22 Halil Husairi Darsi, ‘Ta’zir Dalam Persfektif Figh Jinayat’, A/-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-
1lmu Hukum Islam, Vol. 17 No (2019), 62.

23 Ahmad Syarbaini, ‘Konsep Ta’zir Menurut Perpektif Hukum Pidana Islam’, Jurnal Tahgiga,
17 No 2.2 (2023), 167-86.
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demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di
akhirat).”?*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah (ulil amri) memiliki
kewenangan untuk menetapkan aturan dan menjatuhkan sanksi terhadap
perbuatan yang mengganggu ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Oleh
karena itu, tindak pidana pengedaran uang palsu yang tidak memiliki ketentuan
hukuman secara khusus dalam A4/-Qur'an dan Hadis dapat dikenakan hukuman
ta'zir yang ditetapkan oleh negara demi menjaga keamanan dan stabilitas
ekonomi masyarakat.

Jarimah ta ’zir memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum
Islam karena mencerminkan fleksibilitas syariat dalam merespons perubahan
sosial. Tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diatur secara rinci
dalam  nash, sehingga  diperlukan  kebijakan = manusia  untuk
mengaturnya.Perbedaan utama antara ta’zir dengan hudud dan qisas terletak
pada sifat sanksinya. Hudud memiliki hukuman yang tetap dan tidak dapat
diubah, sedangkan qisas berkaitan dengan pembalasan setimpal. Sementara
itu, fa zir memberikan ruang diskresi kepada penguasa untuk menentukan jenis
hukuman sesuai kebutuhan.?

Tujuan utama pemberlakuan ta zir adalah untuk menjaga ketertiban
umum dan kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya 7a 'zir, pemerintah dapat
menindak berbagai pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam syariat

tetapi berdampak pada kehidupan sosial.

24 Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,” 2025, h.29-45.

25 Ahmad Syarbaini, ‘Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam’, fus Civile: Refleksi Penegakan
Hukum Dan Keadilan, 2.2 (2022).
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Dalam praktiknya, bentuk hukuman fa zir sangat beragam, mulai dari
teguran, denda, penjara, hingga sanksi administratif. Variasi ini
memungkinkan penerapan hukum yang lebih kontekstual dan proporsional
sesuai tingkat pelanggaran.?®

Selain itu, ta’zir juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah
terjadinya pelanggaran di masa depan. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya
untuk pelaku, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat luas. Dalam
konteks modern, jarimah ta’zir sangat relevan karena banyak bentuk
pelanggaran baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Misalnya, pelanggaran
lalu lintas, parkir liar, dan pelanggaran administratif lainnya.

Penerapan fa’zir dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa Islam
memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat
demi kemaslahatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku,
melainkan dinamis. ?’

2. Teori Magqasid Al-syariah

Teori Maqasid Al-Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang
memfokuskan pada tujuan utama syariah, yaitu untuk mewujudkan
kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dan mencegah kemudharatan
(kerugian). Secara harfiah, maqasid berarti "tujuan" atau "maksud," dan
syariah adalah hukum-hukum Allah. Teori ini menegaskan bahwa hukum

Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga

26 Halil Husairi, ‘Ta’zir Dalam Perspektif Figh Jinayat’, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Imu-Ilmu

Hukum, 16.2 (2023).

27RISWANDA RISWANDA, ‘Tinjauan Jarimah Ta’zir Terhadap Tindak Pidana Pengancaman

Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Putusan Nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre)’ (IAIN ParePare,

2023).
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dengan maksud di balik aturan tersebut yang bertujuan menjaga harmoni dan
kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari magashid al-
syariah yaitu magqashid yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya
qashd, magshad, dan qushud yang menjadi turunan kata kerja dari gashada
yagshudu dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran,
benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan. Sesuai
bahasa, definisi kaidah magashid i1alah arti kata alqawa’id al-maqashidiyah
yaitu kombinasi kedua kata al-gawa'id dan al-maqashidiyah yaitu membahas
suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman
dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan
bahwasanya kata al-gawa’id berbentuk jama’ ataupun bermacam-macam
melalui kata alga’idah sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip
ataupun pedoman umum.*®

Magasid al-syari‘ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama
syariat adalah menjaga harta (hifz al-mal), sehingga segala bentuk tindakan
yang merugikan dan merusak stabilitas ekonomi harus dicegah. Pengedaran
uvang palsu merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip
perlindungan harta karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Hal ini

sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29:

28 Nurhayati M. Zighri Anhar Nst, ‘Teori Maqasid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada
Perbankan Syariah’, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 5 No.1 (2022), 56-58.
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Ge 85153 O &8 1 91 Jatally 1&g 2801520 15K 1 3l il 3G
™ z 0 P e - s %}/%2/ 3159'3 /,%"iw |-
@ W) oS R Al &) 28l ) 31t Y 5 2S5

Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”

Selain itu, Allah Swt. juga memerintahkan agar keadilan ditegakkan
dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-

Nahl ayat 90:
L83 (s il (3 (5 Y15 dasdly S )

© &35 il ey 0y

Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan
memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan
keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu
agar kamu selalu ingat.”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan
perlindungan terhadap hak milik, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.
Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran vang
palsu merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum sesuai
dengan tujuan magasid al-syari ‘ah.?’

Magqasid al-syariah menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk
melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Kelima aspek ini menjadi dasar dalam setiap penetapan

2% Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an’, 2025, h.83-98.
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hukum.Perlindungan terhadap agama (hifz al-din) berkaitan dengan
kebebasan menjalankan ibadah, sedangkan perlindungan terhadap jiwa (hifz
al-nafs) mencakup keselamatan dan keamanan manusia dalam kehidupan
sehari-hari. Imam Al-Syatibi dalam kitab A/-Muwafaqat menjelaskan bahwa
tujuan syariat adalah menjaga lima pokok utama kehidupan manusia, salah
satunya menjaga harta (hifz al-mal). Pengedaran uang palsu bertentangan
dengan tujuan tersebut karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan
merugikan masyarakat.*’

ool lliaad a2y ) sl

Artinya: “Magasid syariah ditetapkan untuk kemaslahatan manusia.”

Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) juga menjadi bagian penting
dalam maqasid, karena harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia. Oleh karena itu, segala bentuk perampasan atau kerusakan
harta harus dicegah. Selain lima tujuan utama, maqasid juga memiliki
tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Tingkatan ini
menunjukkan prioritas dalam menjaga kemaslahatan.Dalam konteks modern,
magqasid al-syariah dapat digunakan sebagai alat analisis kebijakan publik.
Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menghadirkan
kemaslahatan bagi masyarakat.Sebagai contoh, penertiban parkir liar dapat

dilihat sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan, yang termasuk

30 Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah Abu Ishaq Al-Syatibi, ‘Juz 2 (Beirut: Dar Al-Ma’rifah,
t.Th.)’, Islam, 2023, h.8.
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dalam perlindungan jiwa dan harta masyarakat.>!

Konsep Magashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan
fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan
bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat
manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan
dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas.’

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dibuat
untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, keamanan,
keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Akan tetapi, keberadaan
hukum tidak akan memiliki arti apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan
secara nyata. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi suatu proses yang
bertujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya
dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Penegakan hukum dalam
perspektif hukum pidana merupakan proses penting dalam menjaga
ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Hukum pidana berfungsi
sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat,

khususnya dalam hal yang berkaitan denganperbuantan-perbuatan yang

31 Moh Toriquddin, ‘Teori Magashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi’, De Jure: Jurnal Hukum
Dan Syar’iah, 6.1 (2021).

32 Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau, ‘Maqashid Syariah : Definisi Dan
Pendapat Para Ulama’, Cross-Border, 4.2 (2021), 76.
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dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan umum.>’

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha atau
proses untuk mewujudkan ide-ide dan tujuan hukum menjadi kenyataan.
Penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan aturan hukum secara
formal, tetapi juga mencakup upaya menjaga nilai-nilai keadilan, kepastian,
dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya
sekadar menghukum pelaku pelanggaran, melainkan juga menciptakan
keteraturan sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.>*

Menurut perspektif Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak
dapat dipandang hanya sebagai pelaksanaan peraturan semata, melainkan
merupakan suatu proses kegiatan yang kompleks dan fundamental. Kegiatan
ini berfokus pada upaya penyerasian atau penyelarasan hubungan antara
berbagai nilai-nilai yang mendasari tatanan masyarakat, di mana nilai-nilai
tersebut kemudian dijabarkan dan diwujudkan ke dalam bentuk kaidah-
kaidah hukum atau pandangan-pandangan hidup yang berlaku. Dalam
konteks ini, penegakan hukum berfungsi sebagai rangkaian penjabaran nilai
pada tahap akhir dari suatu proses sosial. Seluruh kegiatan ini memiliki
tujuan yang sangat krusial dan mendasar bagi kehidupan bermasyarakat,
yaitu untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian
dalam seluruh aspek interaksi dan pergaulan hidup antar sesama warga

negara.

33 Andi Febiyanti, Alfiansyah Anwar, and Rasna , Islamul Haq, ‘Penegakan Judi Online Dalam
Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqih Jinayah: Studi Kasus Di Polres Parepare’, Ekspose: Jurnal
Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 24.2 (2025), 214-28.

34 Dino Rizka Afdhali, ‘Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan
Hukum’, Collegium Studiosum Journal, 2023.
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Sejumlah faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap
penegakanhukum menurut Soerjono Soekanto, yakni:

a. Faktor Perangkat Hukum, yang terbagi menjadi dua komponen
utama®: Hukum Materil Hukum Materil adalah substansi atau isi dari
peraturan hukum. Fungsinya adalah sebagai pedoman perilaku bagi
masyarakat, yang secara jelas menetapkan apa yang seharusnya
dilakukan dan apa yang dilarang (perbuatan yang tidak boleh
dilakukan). Ini adalah inti dari hukum yang mengatur hak, kewajiban,
serta larangan, dan menjadi dasar untuk menilai suatu tindakan itu sah
atau melanggar aturan.

Hukum Formil Hukum Formil adalah hukum prosedural atau
hukum acara. Fungsinya adalah mengatur tata cara dan mekanisme
penerapan Hukum Materil. Ini mencakup serangkaian proses mulai dari
bagaimana cara mengajukan perkara, memeriksa kasus di pengadilan,
memutuskan perkara oleh hakim, hingga melaksanakan atau
mengeksekusi keputusan pengadilan tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum (atau aparat hukum) diakui oleh Soerjono
Soekanto sebagai elemen paling penting dan krusial dalam menentukan
berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Penegak hukum memegang
peran sentral karena mereka adalah pelaksana dari semua peraturan
yang ada. Suatu peraturan perundang-undangan, seberapa pun

sempurnanya, akan kehilangan makna dan kekuatan efektifnya jika

35 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Rajawali Pers, 2022) : h. 23-26.
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tidak ada individu atau aparat yang berintegritas dan cakap untuk
menerapkannya secara konsisten di lapangan. Dengan demikian,
kualitas dan kapasitas para penegak hukum adalah penentu utama
tegaknya supremasi hukum.

. Masyarakat sebagai Faktor Pendukung Penegakan Hukum. Menurut
pandangan Soerjono Soekanto, faktor Masyarakat memegang peranan
yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan
penegakan hukum. Selain berperan aktif dalam menciptakan
perdamaian dan ketertiban sosial, dukungan masyarakat juga berfungsi
sebagai mekanisme kontrol. Keikutsertaan dan kepatuhan masyarakat
terhadap hukum yang berlaku sangat vital, sebab hal tersebut akan
mendorong dan menuntut agar aparat penegak hukum itu sendiri turut
menaati serta melaksanakan hukum atau peraturan perundang-undangan
yang ada dengan jujur dan konsisten. Dengan kata lain, penegakan
hukum tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dan kesadaran hukum
dari seluruh elemen masyarakat.

. Faktor Sarana dan Fasilitas adalah unsur pendukung yang krusial bagi
kelancaran penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, upaya
penegakan hukum tidak akan berjalan lancar atau optimal meskipun
perangkat hukum (aturan) serta aparat penegak hukumnya sudah
berkualitas baik, jika tidak ditunjang oleh infrastruktur, alat, dan fasilitas
yang memadai. Sarana dan fasilitas ini mencakup segala hal, mulai dari
teknologi, anggaran, hingga prasarana fisik yang diperlukan untuk

operasional penegakan hukum sehari-hari, memastikan bahwa proses
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hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. Faktor Kebudayaan (khususnya Kebudayaan Hukum) merupakan
dimensi sosiologis yang sangat memengaruhi penegakan hukum. Pada
dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan
keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang kemudian menjadi dasar
filosofis dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini menentukan
pandangan umum masyarakat mengenai apa yang dianggap baik
(sesuai) dan apa yang dianggap buruk (melanggar). Selain itu, Satjipto
Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu
proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi
kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran
badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan
hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi jembatan antara
aturan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya dalam kehidupan

nyata.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dilakukan oleh aparat
penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yaitu
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
suatu tindak pidana. Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap
pelaku tindak pidana di pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sedangkan lembaga

pemasyarakatan bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana agar
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dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.>*°
C. Kerangka Konseptual

1. Fiqh Jinayah

Figh Jinayah merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum Islam yang
mengatur berbagai bentuk pelanggaran hukum pidana, baik yang berkaitan
dengan perbuatan jahat terhadap individu maupun masyarakat. Secara
etimologis, kata "jinayah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kejahatan" atau
"perbuatan dausa”. Istilah dalam bahasa Arab disebut Janaa mengandung arti
suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dausa
atau salah.®’

Figh Jinayah adalah suatu disiplin ilmu dalam hukum Islam yang secara
khusus mengkaji tindak pidana atau kejahatan (jinayah) serta sanksi hukuman
yang diberlakukan atas perbuatan terlarang tersebut. Secara etimologis, istilah ini
merupakan gabungan dari kata figh (pemahaman mendalam terhadap hukum) dan
Jjinayah (perbuatan dosa atau kejahatan). Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa
figh jinayah merupakan aturan syariat yang berkaitan dengan tindak pidana dan

hukuman yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban masyarakat.>®
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36 Dahlan Sinaga, ‘Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi:(Pespektif Teori Keadilan
Bermartabat)’, 2023.

37'S. Seva Maya, Figih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam) (Jambi: Pt.
Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). h.34.

38 Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili, ‘Juz 6 (Damaskus: Dar Al-Fikr’,
Islam, 2024, h.18.
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harta, dan lainnya yang diharamkan syariat.”

Lingkup kajian Figh Jinayah sangat luas, tidak hanya mencakup
klasifikasi jenis-jenis kejahatan, tetapi juga hukuman yang telah ditetapkan oleh
syara' (hukum Islam) bagi para pelakunya.Disiplin ilmu ini berbeda dari cabang
hukum Islam lainnya karena fokusnya yang spesifik pada pelanggaran yang
dilakukan terhadap jiwa, harta, atau kehormatan individu, yang semuanya
dianggap bertentangan dengan ketentuan Allah. Dalam pembahasannya, sering
ditemukan dua istilah utama, yaitu jinayah dan jarimah.

Secara umum, jinayah merujuk pada semua perbuatan yang dilarang oleh
syariat, baik yang merugikan jiwa, harta, maupun kehormatan. Sementara itu,
jarimah memiliki definisi yang lebih teknis, mengacu pada perbuatan dosa atau
kejahatan yang secara spesifik diancam hukuman berupa had (hukuman yang
kadarnya telah ditetapkan secara pasti) atau fa'zir (hukuman yang fleksibel dan
ditentukan berdasarkan kebijaksanaan hakim). Dalam konteks hukum modern
atau positif, istilah jarimah inilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk
pada tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana.>’

2. Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu
Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang berpotensi
merugikan orang lain atau perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum.*’ Tindak

pidana adalah elemen dasar dari suatu kesalahan yang di perbuat seseorang

3% Munirotul Hasanah Sipayung And Others, ‘Perbandingan Figih Jinayah Dengan Sistem
Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam’, Journal Of Health Education Law
Information And Humanities, 2.1 (2025), h.581-92.

40 Riana Hera Saputri. ‘Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran
Uang Palsu Dalam Perspektif Fighi Jinayah (Studi Putusan Nomor:215/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)’ (lain
Parepare, 2023) : h.16-18.
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dalam melaksanakan kejahatan. Untuk diketahuinya suatu kesalahan tersebut,
harus berhubungan dengan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan yang
berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Hal tersebut merupakan
bentuk-bentuk dari kesalahan, sedangkan kata lain dari kesalahan adalah
(schuld) yang bisa terjadi suatu tindak pidana yaitu seseorang tersebut telah
melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut
seseorang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dia lakukan agar
dapat diadili dan apabila seseorang tesebut terbukti bahwa terjadi tindak pidana
yang dilakukan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut dapat dijatuhkan
hukuman pidana berdasarkan atasaturan yang mengaturnya.*!

Dalam terminologi hukum, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk
merujuk pada konsep ini: dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
tindak pidana dikenal dengan istilah aslinya, yaitu straafbaar feit. Sementara itu,
di kalangan para pakar dan akademisi hukum pidana, istilah yang paling umum
digunakan adalah delik pidana. Adapun para pembuat undang-undang (legislator)
cenderung menggunakan istilah yang lebih deskriptif, yakni perbuatan tindak
pidana. Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)* mengatur
tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu dan mengancam pelakunya dengan
pidana penjara maksimal lima belas tahun. Tindak pidana ini mencakup perbuatan
sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara/bank seolah-olah asli dan

tidak dipalsukan, padahal uang tersebut sudah ditiru atau dipalsukan oleh dirinya

41 Muhammad Khusnul Syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna, ‘The Imposition of
Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law:
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam’,
DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2023, 1-10.

42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), h.78.
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sendiri, atau diketahui tidak asli/palsu saat diterima. Selain itu, menyimpan
persediaan atau memasukkan mata uang atau uang kertas palsu ke Indonesia
dengan maksud untuk diedarkan seolah-olah asli juga termasuk dalam kategori
tindak pidana yang diatur oleh pasal ini.

Tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia merupakan kejahatan
serius yang diatur dalam Undang-Undang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011
tentang Mata Uang secara tegas melarang setiap orang untuk mengedarkan atau
membelanjakan rupiah yang diketahui palsu. Selain itu, Pasal 244 KUHP mengatur
bahwa siapa saja yang memalsukan atau meniru mata uang dengan maksud untuk
mengedarkannya sebagai asli dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama
15 tahun. Pasal 245 KUHP juga menegaskan larangan mengedarkan uang palsu
dengan sanksi pidana yang berat sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap mata uang negara. Dalam praktiknya, pelaku pengedaran uang palsu yang
tertangkap akan menghadapi proses hukum dan bisa dijatuhi hukuman pidana
penjara dan denda hingga Rp50 miliar, demi menjaga keamanan sistem moneter
dan stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengedaran uang palsu
dipandang sebagai tindak pidana yang merusak tatanan sosial dan ekonomi yang
dibutuhkan penegakan hukum tegas sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia
(Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang; Pasal 244 dan Pasal
245 KUHP).#

Secara yuridis, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana

4 Mochamad Januar Rizki, ‘Ini Jerat Pidana Pemalsu Dan Pengedar Uang Palsu’,
Hukumonline.Com, 2025.1.58-60.
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pengedaran uang palsu apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur pertama
adalah adanya objek berupa uang palsu atau uang yang dipalsukan. Uang palsu
adalah uang yang dibuat menyerupai uang asli tanpa hak atau kewenangan dari
negara. Unsur kedua adalah adanya tindakan mengedarkan, membelanjakan,
menukarkan, menyimpan, atau menggunakan uang tersebut dalam transaksi. Unsur
ketiga adalah adanya pengetahuan dari pelaku bahwa uang tersebut palsu. Dengan
demikian, seseorang yang tanpa sengaja menerima uang palsu dan tidak
mengetahui kepalsuannya pada dasarnya tidak dapat dipidana. Unsur terakhir
adalah adanya kesengajaan atau niat dari pelaku untuk menggunakan uang palsu
tersebut demi memperoleh keuntungan atau memperdaya orang lain.**

Subjek hukum dari pasal ini adalah frasa "barang siapa," yang merujuk pada
setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali yang melakukan tindak pidana
tersebut. Lebih lanjut, pasal ini menekankan adanya unsur kesengajaan pada diri
pelaku yang harus meliputi seluruh elemen perbuatan pidana yang diatur.
Kesengajaan ini secara khusus harus ditujukan agar uang atau barang yang
diedarkan terkesan asli atau tidak dipalsukan saat berada di tengah masyarakat.

Tindakan yang dimaksud Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
jika dilihat dari sudut terjadinya dapat berlanjut, yaitu:

1. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dan kemudian
dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan uang tersebut, mempunyai
persediaan uang seperti itu.

2. Mengetahui bahwa uang tersebut pada waktu diterimanya adalah tiruan

4 Andri Iryanto, ‘Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi
Putusan Nomor: 169/PID. B/2019/PN. RGT)’, JUHANPERAK, 2.2 (2023), 191-207.



atau

palsu namun dilanjutkan dengan perbuatan

menyimpan atau memasukan ke Indonesia.*

D. Kerangka Pikir
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4 Sugandhi, Tindak Pidana Tertentu (Surabaya: Usaha Nasional, 2020) : h.63.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis.
Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan
peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan
menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.*®

Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk
memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan
proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang
ingin dibahas.

Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis,
dan memahami data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan
tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Data ini biasanya menggambarkan
karakteristik, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari suatu objek, fenomena, atau
subjek yang sedang diteliti. Data kualitatif sering diperoleh melalui metode seperti
wawancara, observasi, studi dokumen, atau diskusi kelompok.*’

Alasan penulis mengambil penelitian lapangan yaitu karena penelitian ini akan

mempelajari dan memahami bagaimana Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Tindak

4 Marinu Waruwu And Magister, ‘Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian
Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)’, Jurnal
Pendidikan Tambusai, 7.2 (2022). h.28-30.

47 Moleong, ‘Data Primer, Yaitu Data Yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Secara Dan
Pengamatan Secara Mendalam Kepada Para Informannya’, Metode Penelitian Kualitatif, 2022, h.48-61.
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Pidana Pengedaran Uang Palsu di Kota Parepare, bukan sekadar menilai berdasarkan
angka atau data statistik. Sehingga harus mengadakan peninjauan secara langsung pada
lokasi yang menjadi objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) dengan desain deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan secara
langsung di lokasi yang menjadi objek kajian, yakni di Polres Parepare, untuk
memperoleh data yang relevan mengenai Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu
di Kota Parepare. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara
sistematis dan faktual tentang fenomena atau realitas sosial yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk mengumpulkan,
menganalisis serta meninterpretasikan data selama penelitian. Pendekatan ini juga
membantu penulis dalam memahami tindak pidana pengedaran uang palsu
berdasarkan pengalaman, pandangan, serta kondisi sosial yang informasinya
diperoleh di Polres Parepare.

Pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk
menganalisis norma norma-norma hukum yang berlaku, asas asas hukum serta
prinsip-prinsip hukum islam khususnya dalam perspektif analisis Figh Jinayah ,
yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran uang palsu di kota parepare.

Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis berbagai ketentuan peraturan
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perundang-undangan nasional serta ketentuan internasional yang relevan,
kemudian meninjaunya melalui tujuan-tujuan pokok hukum Islam (Figh Jinayah).
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Peneliti telah menetukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan
beberapa hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya
tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di Polres Kota Parepare. Alasan
peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti dapat berpotensi memperoleh data
primer seperti Laporan Polisi (LP), Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
tersangka/saksi, dan berkas perkara awal terkait kasus pengedaran uang palsu.
Data ini menjadi dasar empiris untuk dianalisis dari perspektif Figh Jinayabh.
2. Waktu Penelitian
Penelitian berlangsung selama sekitar satu bulan, atau sesuai dengan
kondisi peneliti saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian
dihitung mulai dari seminar proposal hingga memperoleh surat izin penelitian
C. Fokus Penelitian
Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan
permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah
efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu di Kota
Parepare dan konsep ta zir dalam figh jinayah dapat diterapkan atau dijadikan dasar
normatif dalam menilai penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu di

Kota Parepare
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D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang
artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari
observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam
bentuk lainnnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.*® Adapun sumber
data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan
sumber data sekunder.
1. Data Primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan
oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang
diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk
mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama
data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah
Kapolres kota parepare.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan
dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh
dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data
Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs

internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

48 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
h.89-91.
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Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu
objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara
sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang
diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek,
perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti
melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik prilaku atau
kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami prilaku manusia,
dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek
tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.*’
2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa
dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai
interviewer dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi
atau mengumpulkan data.>”

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung
dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara.
Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses

wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara

49 Mardawi, Praktis Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2022). h. 51.
30 Fadhallah, Wawancara (Jakarta: Unj Press, 2022). h. 2.


http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-wawancara-atau-interview.html
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adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh
informasi.”!
Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan
keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya.
Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana
menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data
yang diinginkan oleh peneliti.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-
dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini
merupakan suatu cara pegumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan
penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan
diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini
hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi,
dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi.
Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan
wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang
ingin diteliti dan yeng terakhir data profil Polres Parepare (struktur organisasi,

jumlah petugas, kapasitas), Dan dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur).

F. Uji Keabsahan Data

SI'S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). h. 113.
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Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data
yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi
sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat
dipertanggungjawabakan.>?

Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam
penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan
data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data,
maka keabsahan data perlu diuji.

Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.
Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan
data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terkahir Pengecekan oleh subyek
penelitian. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini calon peneliti menggunakan
dua teknik Triangulasi untuk mendapatkan informasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai
informan yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung
terhadap pelaksanaan perlindungan hak narapidana perempuan. Melalui
perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut, peneliti dapat
memastikan keakuratan data dan memperoleh gambaran yang objektif serta
menyeluruh mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak

narapidana perempuan diterapkan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan

52 Muhammad Kamal Zubair, Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah lain Parepare Tahun
2020 (Parepare: lain Parepare Nusantara Press, 2022). h.23.
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nilai-nilai Figh Jinayah
2. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari
berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk menguji kebenaran dan konsistensi
data yang diperoleh dari lapangan. Hasil dari ketiga metode tersebut kemudian
dibandingkan dan dianalisis untuk melihat kesesuaian antara praktik di
lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana nilai-nilai Figh
Jinayah diimplementasikan dalam Tindak Pidana pengedaran uang palsu.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam
sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang
dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat
dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data
kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, inputdata, analisis
data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan
dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan
adalah model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model
interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman
segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan
dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah
menjadi bentuk tulisan (srip?) sesuai dengan formatnya masing-masing. Oleh

karena itu, reduksi data akan memberikan deskripsi yang lebih jelas sehingga
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peneliti akan mudah menemukan data yang dibutuhkan. Reduksi data
menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil
dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian
hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan
menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini
dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau
diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang
peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian
memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat
dan tersusun dengan rapi.”® Peneliti dapat dengan mudah menggambarkan
kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian
analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles
dan Huberman. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada
jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan
“how” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti
melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan

adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana

53 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Cv Alfabeta, 2023).h.20.
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kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang
dilakukan setelah melakukanan analisis terlebih dahulu sebelumnya.’*Hasil

penelitian tersebut dapat berupa deskripsi objektif, korelasi, kausa atau teori.

34 Emzir, Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2022). h. 132.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Parepare dengan
fokus pada penanganan tindak pidana pengedaran uang palsu di wilayah Kota
Parepare. Objek penelitian meliputi aparat penegak hukum, khususnya penyidik
Polres Parepare, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses
penanganan perkara tersebut. Penelitian ini mengkaji secara normatif dan empiris
mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang
palsu, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga upaya penanggulangan
yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penegakan hukum dalam konteks ini
merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam menjaga ketertiban umum (al-nizam
al-‘amm) dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya
dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian serta kepercayaan publik terhadap alat
tukar yang sah menurut hukum positif.

Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis hukum positif,
tetapi juga mengkaji tindak pidana pengedaran uang palsu dalam perspektif figh
jinayah sebagai bagian integral dari hukum pidana Islam. Dalam kerangka ini, tindak
pidana tersebut dianalisis berdasarkan konsep jarimah dengan menitikberatkan pada
aspek perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur penipuan (gharar) dan
merugikan harta orang lain. Penelitian ini juga menyoroti relevansi sanksi yang dapat
dikualifikasikan dalam kategori fa zir, dengan mempertimbangkan kemaslahatan

umum (al-maslahah al-‘ammah) serta tujuan penegakan hukum dalam Islam.

42
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Selain itu, analisis dalam penelitian ini dikaitkan dengan Maqasid al-Syari‘ah,
khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) sebagai salah satu
unsur pokok (al-dariiriyyat al-khamsah). Pengedaran uang palsu dipandang sebagai
bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut karena berpotensi menimbulkan
kerugian ekonomi, merusak tatanan muamalah, serta mengganggu stabilitas sosial.
Meskipun aparat penegak hukum telah berupaya secara maksimal dalam menangani
kasus tersebut, penelitian ini menemukan adanya sejumlah kendala, seperti
keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas modus operandi pelaku, serta
rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan
dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan
prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Bentuk dan Modus Perbuatan Pengedaran Uang Palsu Yang di Tangani
di Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan
aparat penegak hukum di Polres Parepare, diketahui bahwa bentuk tindak pidana
pengedaran uang palsu yang ditangani umumnya dilakukan dengan cara
menggunakan uang palsu sebagai alat transaksi dalam kegiatan jual beli di tengah
masyarakat. Pelaku secara langsung membelanjakan uang palsu tersebut kepada
pedagang, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang menerima uang
tersebut. Kasus-kasus seperti ini biasanya terungkap setelah masyarakat yang
merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bentuk tindak
pidana pengedaran uang palsu yang terjadi di Kota Parepare, penulis menyajikan

salah satu kasus yang pernah ditangani oleh pihak Kepolisian Resor (Polres)
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Parepare. Pemaparan kasus ini didasarkan pada hasil wawancara dengan aparat
penegak hukum, yang bertujuan untuk menunjukkan secara langsung bagaimana
praktik pengedaran uang palsu terjadi di tengah masyarakat.

Kasus ini menjadi representasi dari pola umum yang sering terjadi,
sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami karakteristik
perbuatan pelaku. Seperti yang dikatakan oleh BA Unit 2 Satreskrim Bapak

Bripka Juprianto, S.H dalam wawancaranya :

“Adapun kasus yg pernah kami tangani yaitu pada saat ada masyarakat
menggunakan atau memakai uang palsu dengan cara membelanjakan kepada
masyarakat sehingga masyarakat itu di rugikan dan melaporkan hal tersebut
ke polres Parepare”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tindak
pidana pengedaran uang palsu di Kota Parepare dilakukan dengan cara
membelanjakan uang palsu kepada masyarakat sehingga menimbulkan kerugian
bagi pihak yang menerima uang tersebut. Modus ini menunjukkan adanya unsur
kesengajaan dari pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang
melawan hukum dan merugikan orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya
berdampak pada kerugian individu, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap keaslian mata uang yang beredar.

Sejalan dengan kasus yang telah diuraikan sebelumnya, pola atau modus
operandi yang digunakan oleh pelaku dalam mengedarkan uang palsu
menunjukkan kecenderungan yang relatif seragam. Pelaku menggunakan uang

palsu dengan pecahan nominal Rp50.000 dan Rpl100.000, kemudian

55 Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026
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membelanjakannya dalam transaksi jual beli kepada masyarakat, khususnya
pedagang kecil.

Pelaku cenderung menyasar penjual yang berada di pinggir jalan atau
pelaku usaha mikro. Pemilihan sasaran ini tidak terlepas dari kondisi para
pedagang yang umumnya tidak memiliki alat pendeteksi keaslian uang serta
memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai ciri-ciri uang asli. Keadaan
tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya, sehingga uang
palsu dapat diterima tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Dengan
demikian, modus operandi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara strategi
pelaku dengan tingkat kerentanan masyarakat sebagai target. Hal ini sekaligus
mempertegas bahwa pengedaran uang palsu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor
pelaku, tetapi juga oleh kondisi sosial dan keterbatasan sarana yang dimiliki oleh
masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, kasus tersebut
menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membantu aparat
kepolisian mengungkap tindak pidana pengedaran uang palsu. Adanya laporan
dari masyarakat kepada Polres Parepare merupakan bentuk partisipasi
masyarakat dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan teori
Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor masyarakat.
Kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana menunjukkan adanya
dukungan terhadap upaya aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban

dan keamanan sosial.
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“Kalau modusnya tetap sama sebenarnya modusnya karena dia
menggunakan pecahan uang palsu pecahan 50 atau 100 kemudian
membelanjakan ke penjual penjual kecil dalam hal ini di pinggir jalan
dengan menggunakan uang palsu tersebut karena mereka di penjual itu di
pinggir jalan dia tidak menggunakan alat deteksi, minimlah pengetahuan
mereka sehingga di manfaatkan di tempat tempat tersebut”>°
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa modus
pengedaran uang palsu di Kota Parepare dilakukan dengan menggunakan
pecahan uang Rp50.000 dan Rp100.000 untuk dibelanjakan kepada pedagang
kecil di pinggir jalan. Pelaku sengaja memilih sasaran berupa penjual kecil
karena keterbatasan alat pendeteksi uang palsu dan minimnya pengetahuan
masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Kondisi tersebut
dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya agar uang palsu dapat
diterima seolah-olah merupakan uang asli.
Selain itu, hasil wawancara juga mengungkapkan adanya dampak yang
lebih luas dari perbuatan tersebut, khususnya terhadap keamanan ekonomi
masyarakat di Kota Parepare. Tidak hanya terbatas pada kerugian individu

dalam transaksi, pengedaran uang palsu juga berimplikasi pada terganggunya

sistem perekonomian secara keseluruhan.

“Pengedaran uang palsu itu aman sangat mengancam keamanan ekonomi
masyarakat Parepare yang pertama uang palsu itu bukan sebagai mata uang
kedua uang palsu itu bukan dibuat oleh atau di sahkan oleh negara tapi dibuat
oleh individu perorangan jadi amat sangat mengancam keamanan ekonomi

masyarakat kita khususnya kota Parepare tercinta kita ini”>’

56 Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026
57 Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026
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Pernyataan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengedaran
uang palsu memiliki dampak yang sangat serius terhadap keamanan ekonomi
masyarakat di Kota Parepare. Hal ini disebabkan karena uang palsu pada
dasarnya tidak memiliki kedudukan sebagai alat tukar yang sah dalam sistem
perekonomian. Uang yang beredar secara legal harus dikeluarkan dan dijamin
oleh negara, sedangkan uang palsu dibuat oleh individu atau pihak yang tidak
memiliki kewenangan, sehingga tidak memiliki nilai dan legitimasi dalam
transaksi ekonomi. Dan justru menimbulkan ketidakpastian dan
ketidakpercayaan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan ancaman nyata terhadap stabilitas
ekonomi masyarakat, karena peredaran uang palsu dapat mengganggu
kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran. Masyarakat yang menerima
uang palsu akan mengalami kerugian secara langsung, sementara dalam skala
yang lebih luas, peredaran uang yang tidak bernilai dapat merusak
keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tindak
pidana pengedaran uang palsu tidak hanya berdampak pada individu, tetapi
juga berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan ekonomi secara
kolektif.

Jika ditinjau dari hukum positif, tindakan tersebut memenuhi unsur
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Unsur pidana tersebut terlihat dari
adanya kesengajaan pelaku untuk mengedarkan uang yang diketahuinya palsu
seolah-olah merupakan uang asli namun perbuatan tersebut termasuk tindakan

melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan
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mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Dari segi
perspektif figh jinayah, pengedaran uang palsu termasuk perbuatan yang
mengandung unsur tadlis (penipuan) dan gharar karena dilakukan dengan cara
menipu masyarakat demi memperoleh keuntungan secara tidak sah namun juga
perbuatan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam.
Oleh sebab itu, pengedaran uang palsu dapat dikategorikan sebagai jarimah
ta’zir karena tidak terdapat ketentuan hukuman khusus dalam Al-Qur’an
maupun Hadis, Tetapi merupakan perbuatan yang dilarang karena membawa
kemudaratan bagi masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana
pengedaran uang palsu di Kota Parepare dilakukan melalui transaksi ekonomi
masyarakat dengan memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat
mengenai ciri-ciri uang asli. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum
positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip figh jinayah karena
mengandung unsur penipuan dan merugikan masyarakat luas.

2. Penerapan Konsep Figh Jinayah Terhadap Kasus Pengedaran Uang
Palsu Dalam Konteks Hukum Positif di Kota Parepare?

Penerapan konsep figh jinayah terhadap kasus pengedaran uang palsu
di Kota Parepare dapat dilihat melalui kesesuaian antara praktik penegakan
hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan prinsip-prinsip hukum
pidana Islam. Dalam praktiknya, penanganan kasus oleh Polres Parepare
mengacu pada ketentuan hukum positif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai larangan serta sanksi terhadap

peredaran uang palsu. Namun demikian, jika ditinjau lebih lanjut, substansi
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penegakan hukum tersebut memiliki relevansi dengan konsep-konsep dalam
figh jinayah.

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan konsep figh
Jjinayah terhadap kasus pengedaran uang palsu dalam konteks hukum positif di
Kota Parepare, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap praktik
penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu,
penulis menyajikan hasil wawancara dengan pihak Polres Parepare sebagai
data empiris yang menggambarkan secara langsung bagaimana proses
penanganan perkara tersebut dilaksanakan.

Pemaparan hasil wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi
kesesuaian antara praktik penegakan hukum yang berlaku dengan prinsip-
prinsip figh jinayah, khususnya dalam aspek pengklasifikasian tindak pidana,
unsur-unsur perbuatan, serta tujuan pemberian sanksi. Dengan demikian, data
yang diperoleh tidak hanya berfungsi sebagai informasi faktual, tetapi juga
sebagai dasar analisis dalam menilai relevansi antara hukum positif dan hukum
pidana Islam dalam menangani tindak pidana pengedaran uang palsu

Dalam Kasus tersebut terdapat indikasi kesengajaan (dolus), Dalam hal
unsur kesengajaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku tetap
menggunakan uang palsu meskipun telah mengetahui bahwa uang tersebut
tidak sah sebagai alat pembayaran. Tindakan ini mencerminkan adanya mens
rea atau niat jahat (dolus), di mana pelaku secara sadar dan sengaja
mengedarkan uang palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
melalui transaksi jual beli. Seperti yang dikatakan oleh BA Unit 2 Satreskrim

Bapak Bripka Juprianto, S.H dalam wawancaranya :
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“Kalau di unsur kesengajaan itu tetap itu karena dia itu sudah tau uang
palsu tetap saja menggunakan uang tersebut utk di belanjakan sehingga
dapat merugikan masyarakat™®

Secara yuridis, unsur kesengajaan tersebut merupakan salah satu
elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pengetahuan
pelaku terhadap kepalsuan uang yang digunakan, disertai dengan tindakan
tetap membelanjakannya, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah
suatu kekeliruan atau kelalaian, melainkan perbuatan yang dilakukan dengan
kehendak dan kesadaran penuh. Akibat dari perbuatan tersebut, masyarakat
yang menerima uang palsu mengalami kerugian karena uang tersebut tidak
memiliki nilai dalam sistem peredaran yang sah.

Jika dilihat dari perspektif hukum positif, penerapan sanksi terhadap
pelaku pengedaran uang palsu bertujuan menciptakan efek jera dan menjaga
stabilitas sistem ekonomi nasional. Ketentuan mengenai tindak pidana
pengedaran uang palsu telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Mata
Uang yang memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku
sehingga ditinjau dari perspektif figh jinayah, unsur kesengajaan ini juga
menjadi dasar dalam penilaian suatu jarimah. Perbuatan yang dilakukan secara
sadar dan sengaja untuk merugikan pihak lain, khususnya dalam hal
pengambilan harta secara tidak sah, termasuk dalam kategori perbuatan yang
dilarang dan dapat dikenakan sanksi fa zir. Oleh karena itu, unsur kesengajaan
dalam kasus pengedaran uang palsu memperkuat bahwa perbuatan tersebut

merupakan pelanggaran serius, baik dalam hukum positif maupun dalam
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hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan
terhadap harta (hifz al-mal).

Sejalan dengan hasil wawancara sebelumnya yang menunjukkan
adanya unsur kesengajaan (mens rea) dalam tindakan pelaku, di mana pelaku
secara sadar mengetahui bahwa uang yang digunakan adalah uang palsu namun
tetap mengedarkannya, perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai
bentuk penipuan yang merugikan masyarakat. Kesengajaan tersebut
memperlihatkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran hukum,
tetapi juga secara aktif bermaksud memperoleh keuntungan dengan cara yang

tidak sah.

“Ya termasuk penipuan yang merugikan masyarakat karena uang yang dia
belanjakan akan beredar ke masyarakat yang terkahir memegang uang itu
tidak akan bisa mempergunakan uang tersebut karena tidak ada layak untuk
dipergunakan’>’

Pernyataan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perbuatan
pengedaran uang palsu pada hakikatnya termasuk dalam bentuk penipuan yang
merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan karena uang palsu yang
dibelanjakan oleh pelaku akan terus beredar di tengah masyarakat hingga pada
akhirnya diterima oleh pihak terakhir yang tidak dapat lagi
mempergunakannya. Dengan kata lain, pihak yang terakhir memegang uang

tersebut akan menanggung kerugian secara penuh, karena uang tersebut tidak

memiliki nilai dan tidak layak digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
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Secara yuridis, kondisi ini memperlihatkan adanya akibat nyata dari
suatu perbuatan melawan hukum, yakni kerugian yang dialami oleh
masyarakat sebagai korban. Peredaran uang palsu tidak hanya berdampak pada
satu individu, tetapi dapat menimbulkan efek berantai yang merugikan banyak
pihak dalam sistem transaksi ekonomi. Hal ini memperkuat bahwa tindak
pidana tersebut mengandung unsur penipuan serta bertentangan dengan prinsip
keadilan dalam hubungan ekonomi.

Dalam perspektif figh jinayah, perbuatan tersebut juga termasuk dalam
kategori jarimah yang mengandung unsur penipuan (gharar) dan pengambilan
harta orang lain secara tidak sah. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip
perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), karena menyebabkan kerugian dan
ketidakpastian dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, pengedaran uang
palsu tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga
sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam karena mengandung
unsur kezaliman terhadap sesama.

Sejalan dengan uraian sebelumnya mengenai unsur kesengajaan dan
dampak kerugian yang ditimbulkan, perbuatan pengedaran uang palsu juga
secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam undang-undang tersebut
ditegaskan bahwa setiap orang dilarang memalsukan, menyimpan,
mengedarkan, maupun menggunakan uang palsu sebagai alat pembayaran.
Seperti yang dikatakan Oleh Kanit II Reskrim Polres Parepare Bapak Ipda

Muhammad Nur, S.H dalam wawancaranya :
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“Perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang tentang mata uang (UU
No. 7 Tahun 20117

Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan
yang kuat terhadap keaslian dan keabsahan mata uang sebagai alat tukar yang
sah dalam sistem perekonomian. Dengan demikian, tindakan pelaku yang
secara sengaja membelanjakan uang palsu kepada masyarakat tidak hanya
merugikan individu, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
hukum yang berlaku serta berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi secara
lebih luas.

Dalam kaitannya dengan hasil wawancara sebelumnya, perbuatan
pelaku yang dengan sadar mengedarkan uang palsu hingga menimbulkan
kerugian berantai di masyarakat semakin mempertegas bahwa tindak pidana
ini memiliki dampak serius dan memerlukan penegakan hukum yang tegas.
aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengedaran uang palsu tetap
berfokus pada penerapan hukum positif sebagai dasar utama. Hal ini terlihat
dari penggunaan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
sebagai landasan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku. Searah yang dikatakan Oleh BA Unit 2 Satreskrim Bapak Aipda

Yudistirah dalam wawancaranya:

“Peredaran uang palsu harus ditindak tegas demi kepentingan umum
aparat fokus pada hukum positif, namun nilai keadilan dan kemaslahatan
tetap menjadi pertimbangan”!

60 Ipda Muhammad Nur Kanit II Reskrim Polres Parepare, wawancara di Polres Parepare pada
28 April 2026

6l Aipda Yudistirah BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 28 April 2026



54

Namun demikian, meskipun berorientasi pada hukum positif, hasil
wawancara juga menunjukkan bahwa aparat tetap mempertimbangkan nilai-
nilai keadilan dan kemaslahatan dalam proses penegakan hukum.
Pertimbangan ini muncul sebagai respons terhadap dampak nyata yang
ditimbulkan oleh peredaran uang palsu, yaitu kerugian masyarakat serta
potensi terganggunya stabilitas ekonomi. Dengan demikian, penegakan hukum
tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan
perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam perspektif figh jinayah, pendekatan tersebut sejalan dengan
konsep ta zir, di mana kewenangan penjatuhan sanksi berada pada wu/il amri
dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (a/-maslahah al-‘ammah)
serta upaya pencegahan kerusakan (dar’ al-mafsadah). Oleh karena itu,
keterpaduan antara penerapan hukum positif dan pertimbangan nilai keadilan
serta kemaslahatan menunjukkan adanya relevansi antara praktik penegakan
hukum di Kota Parepare dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Di sisi lain, dalam konteks hukum positif di Indonesia, aparat penegak
hukum menegakkan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khususnya terkait mata uang. Walaupun tidak secara langsung
menggunakan hukum Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam Figh Jinayah
seperti keadilan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kejahatan tetap
tercermin dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara konsep figh jinayah dengan
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hukum positif, terutama dalam hal tujuan hukum yang sama, yaitu melindungi
masyarakat dari kerugian dan menjaga ketertiban sosial.

Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa penerapan konsep figh
jinayah dalam penanganan kasus pengedaran uang palsu di Kota Parepare tidak
hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya menjaga
kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, hukum positif dan figh jinayah
pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan,

ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana ekonomi.

3. Jenis Sanksi Penagakan Hukum Yang Dikenakan Terhadap Pelaku
Pengedaran Uang Palsu Menurut Figh Jinayah Di Kota Parepare
Pembahasan pada bagian ini difokuskan untuk menjawab rumusan
masalah ketiga, yaitu mengenai jenis sanksi penegakan hukum yang dikenakan
terhadap pelaku pengedaran uang palsu serta analisisnya dalam perspektif figh
Jjinayah. Dalam hal ini, penulis mengkaji bentuk sanksi yang diterapkan dalam
hukum positif, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan konsep hukum pidana
Islam.
Berdasarkan hasil penelitian, sanksi terhadap pelaku pengedaran uang
palsu di Kota Parepare mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku di
Indonesia. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman hukuman
yang cukup berat, yaitu berkisar antara 10 hingga 15 tahun. Penerapan sanksi
tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus
mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serupa. Seperti yang dikatakan

oleh BA Unit 2 Satreskrim bapak Bripka Juprianto S.H dalam wawancaranya:
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“Kalau di KUHP UU lama di pasal 244 -247 yg ancaman hukumannya
sekitar 15 tahun sedangkan KUHP terbaru UU tahun 2023 ancaman
hukumannya 10 tahun dengan kategori 4 dengan denda sekitar 200 jt”**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap
tindak pidana pengedaran uang palsu mengalami perkembangan dalam hukum
positif di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
lama, khususnya pada Pasal 244 sampai dengan Pasal 247, pelaku pengedaran
uang palsu diancam dengan pidana penjara yang cukup berat, yaitu dapat
mencapai 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal,
perbuatan tersebut telah dipandang sebagai kejahatan serius yang berpotensi
merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Hasil wawancara juga mengungkapkan tahapan penanganan perkara
yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menindak tindak pidana tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedaran uang palsu
tidak hanya berhenti pada identifikasi perbuatan dan pemberian sanksi, tetapi

juga melalui proses hukum yang sistematis sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

“Dalam tahapan yg pertama itu kami harus menerima laporan dari
masyarakat tentang uang palsu atau ada pengedaran uang palsu atau kami
menemukan langsung orang yg melakukan pengedaran uang palsu atau
membuat uvang palsu baik individu maupun kelompok dengan adanya
laporan tersebut pihak kepolisian akan penyelidikan guna menentukan
apakah itu tindak pidana atau bukan setelah di tentukan bahwa itu tindak
pidana peredaran mata uang palsu maka kita naikkan ke tingkat sidik
penyidikan di dalam penyelidikan ini kami harus buktikan bahwa
memang ada pelaku yg melakukan mengedarkan atau membuat uang
palsu itu untuk di sajikan ke JPU (jaksa penuntut umum) untuk

62 Bripka Juprianto BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 23 April 2026



57

melakukan penuntutan nanti di pengadilan saya rasa seperti itu tahap
tahapannya.”®

Dalam praktiknya, penanganan perkara diawali dengan adanya laporan
dari masyarakat terkait dugaan penggunaan atau peredaran uang palsu, atau
dapat pula berasal dari temuan langsung oleh aparat terhadap individu maupun
kelompok yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, aparat
kepolisian melakukan tahap penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa
tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Pada tahap ini, dilakukan
pengumpulan informasi dan bukti awal guna mengidentifikasi adanya
perbuatan pengedaran atau pembuatan uang palsu serta pihak yang terlibat.

Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya unsur tindak pidana,
maka perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini,
aparat kepolisian berupaya mengumpulkan alat bukti yang sah, memperjelas
peran pelaku, serta melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan
kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna dilakukan proses penuntutan di
pengadilan.

Dengan demikian, tahapan penanganan ini mempertegas bahwa tindak
pidana pengedaran uang palsu ditangani secara serius melalui mekanisme
hukum yang terstruktur. Proses tersebut tidak hanya bertujuan untuk menindak
pelaku, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi
masyarakat dari dampak kerugian yang lebih luas, sebagaimana telah diuraikan

dalam pembahasan sebelumnya
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Aparat kepolisian berupaya mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi
masyarakat. Hal ini tercermin dari tindakan aparat yang tidak hanya berhenti
pada tahap penemuan dan penyelidikan, tetapi juga menindaklanjuti perkara
hingga ke tahap penyidikan dan pelimpahan kepada Jaksa Penuntut Umum,
sehingga pelaku dapat diproses dan dijatuhi hukuman melalui putusan

pengadilan.

“Kalau masalah nilai nilai keadilan dipraktik lapangan kami serasa
masyarakatnya cukup adil karena kami menemukan pelaku kami tindaki
sampai ke tahap sampai pelakunya dihukum.”%*

Dalam konteks ini, keadilan yang dirasakan oleh masyarakat muncul
dari adanya kepastian bahwa setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak
pidana pengedaran uang palsu akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten hingga pada tahap pemidanaan
menunjukkan bahwa aparat tidak hanya berorientasi pada penindakan awal,
tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas terhadap
pelaku.

Hal ini sekaligus memperkuat pembahasan sebelumnya bahwa
penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu tidak hanya
bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk menjaga ketertiban,
melindungi masyarakat dari kerugian, serta mewujudkan rasa keadilan dalam
kehidupan sosial. Dalam perspektif figh jinayah, upaya tersebut sejalan dengan
prinsip penegakan hukum yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan,

di mana pemberian sanksi (za zir) tidak hanya bersifat represif, tetapi juga
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bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keseimbangan dalam

masyarakat

“Ya, sangat memberikan efek jera kalau menurut saya itu sudah
memberikan efek jera karena ancaman hukumannya di 10 tahun penjara
dengan denda 200 Juta”®

Efektivitas sanksi tersebut dalam memberikan efek jera tidak terlepas
dari beratnya ancaman hukuman yang dihadapi oleh pelaku. Dengan adanya
pidana penjara dalam jangka waktu yang cukup lama serta beban denda yang
signifikan, diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus
memberikan peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak
pidana serupa. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya
bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah
terjadinya kejahatan.

Selain melakukan penegakan hukum, pihak kepolisian juga
melaksanakan upaya preventif dalam rangka mencegah masyarakat menjadi
korban pengedaran uang palsu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
kepolisian aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kerja sama
dengan berbagai pihak, seperti perbankan dan instansi terkait, termasuk Dinas

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Kota Parepare.

“Upaya kepolisian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar
tidak menjadi korban uang palsu itu kami biasanya kerja sama dengan
pihak bank sama pihak Kominfo di Parepare ini dan kami memiliki yg di
namakan bhabinkamtibmas di ktm setiap daerah setiap wilayah di
Parepare setiap kecamatan di Parepare kami juga sudah sampaikan bahwa
agar memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang
masalah uang palsu dengan bekerja sama dengan pihak bank bisa di
terawang di lihat di periksa seperti itu”
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Dalam  pelaksanaannya,  kepolisian =~ memanfaatkan  peran
Bhabinkamtibmas yang tersebar di setiap wilayah dan kecamatan di Kota
Parepare untuk menyampaikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai cara
mengenali keaslian uang, antara lain dengan metode sederhana seperti dilihat,
diraba, dan diterawang.

Upaya edukasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan
pengetahuan masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu.
Dengan adanya pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu
melakukan deteksi secara mandiri sehingga dapat meminimalisir kerugian serta
mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dari perspektif hukum dan figh
jinayah, langkah preventif ini mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan
serta mencegah terjadinya kerusakan (dar’ al-mafsadah), sehingga tidak hanya
berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat secara
menyeluruh.

Di samping upaya penegakan hukum dan langkah preventif yang telah
dilakukan, hasil wawancara juga mengungkapkan adanya kendala teknis yang
dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pengedaran
uang palsu. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan kesulitan dalam
mengidentifikasi dan menemukan pihak yang memproduksi uang palsu. Hal ini
disebabkan karena pelaku pembuat uang palsu umumnya berada di luar daerah
atau di luar jangkauan wilayah hukum Polres Parepare, sehingga menyulitkan
proses penindakan secara langsung. Searah yang dikatakan oleh BA Unit 2

Satreskrim Bapak Aipda Yudistirah dalam wawancaranya:
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“Teknisnya atau kendala teknisnya terkadang kami tidak bisa menemukan
pembuatnya karena biasa pembuatnya itu berada di luar daerah atau diluar
jangkauan kami dan terkadang orang yang mengedarkan tidak mau terbuka
tentang dari mana dia peroleh uang tersebut

Lebih lanjut, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya keterbukaan
dari pelaku pengedar terkait asal-usul uang palsu yang mereka gunakan. Pelaku
cenderung tidak memberikan informasi secara jelas mengenai sumber
perolehan uang tersebut, sehingga menghambat proses pengembangan kasus
untuk menelusuri jaringan yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa
tindak pidana pengedaran uang palsu seringkali melibatkan jaringan yang
terorganisir, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas wilayah
serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum
terhadap pengedaran uang palsu tidak hanya bergantung pada proses
penyidikan semata, tetapi juga membutuhkan kerja sama antarinstansi serta
partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat. Dalam
perspektif hukum dan figh jinayah, kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya
kolektif dalam mencegah kejahatan serta menjaga kemaslahatan umum,
mengingat dampak yang ditimbulkan oleh peredaran uang palsu tidak hanya
bersifat individual, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa
jenis sanksi penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Kota
Parepare telah diatur secara jelas dalam hukum positif melalui ketentuan KUHP
dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan

ancaman pidana berupa penjara dan denda yang bertujuan memberikan efek

% Aipda Yudistirah BA Unit 2 Satreskrim, wawancara di Polres Parepare pada 28 April 2026



62

jera serta melindungi masyarakat. Penerapan sanksi tersebut dinilai telah
mampu memberikan dampak preventif dan represif dalam menanggulangi
tindak pidana pengedaran uang palsu.
Dalam perspektif figh jinayah, sanksi yang diterapkan dapat
dikategorikan sebagai jarimah ta‘zir, di mana penetapan jenis dan kadar
hukuman diserahkan kepada ulil amri dengan mempertimbangkan aspek
keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem
hukum yang digunakan adalah hukum positif, substansi penegakan hukumnya
tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga
harta (hifz al-mal) serta mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) dalam
masyarakat.
Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pelaku pengedaran uang
palsu tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga
sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, serta
menjaga stabilitas ekonomi dan kemaslahatan masyarakat secara luas.
B. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, pembahasan hasil
penelitian ini difokuskan pada analisis figh jinayah terhadap tindak pidana pengedaran
uang palsu di Kota Parepare, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara praktik
penegakan hukum dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Pembahasan ini mencakup
tiga aspek utama, yaitu: 1) bentuk dan modus operandi pengedaran uang palsu yang

ditangani di Kota Parepare; 2) penerapan konsep figh jinayah dalam menilai praktik



63

penegakan hukum positif terhadap kasus tersebut; dan 3) jenis serta relevansi sanksi
yang dikenakan terhadap pelaku dalam perspektif figh jinayah.

Kasus tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang tidak hanya merugikan individu sebagai korban, tetapi juga berpotensi
mengganggu stabilitas perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
pembayaran yang sah. Di Kota Parepare, kasus pengedaran uang palsu pernah berhasil
diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Parepare. Dalam
pemberitaan Tribrata News Polda Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa Polres Parepare
berhasil mengamankan tiga orang tersangka yang diduga mengedarkan uang palsu
pecahan Rp50.000 di sejumlah lokasi.

Penanganan perkara pengedaran uang palsu oleh Polres Parepare menunjukkan
bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui
proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, hingga
pelimpahan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sudut
pandang Figh Jinayah, tindakan tersebut sejalan dengan kewajiban wulil amri untuk
menjaga keamanan, melindungi harta masyarakat, dan mencegah terjadinya kerusakan
(mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku
pengedaran uang palsu tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam hukum positif
Indonesia, tetapi juga memiliki legitimasi dalam hukum pidana Islam karena bertujuan
mewujudkan kemaslahatan dan menjaga salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu
perlindungan terhadap harta (hifz al-mal).

Pembahasan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dengan
mengkaji sejauh mana praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat telah

mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap harta (kifz
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al-mal) sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Di samping itu, pembahasan ini juga
mengkritisi efektivitas sanksi dan mekanisme penegakan hukum dalam memberikan
efek jera serta mencegah terjadinya peredaran uang palsu di masyarakat.

Temuan dari ketiga fokus tersebut akan diuraikan secara sistematis untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik tindak pidana
pengedaran uang palsu, dinamika penanganannya di lapangan, serta kesesuaiannya
dengan kerangka figh jinayah. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan tidak
hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan penilaian kritis
terhadap praktik penegakan hukum serta kontribusinya dalam mewujudkan keadilan
dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

1. Bentuk dan Modus Perbuatan Pengedaran Uang Palsu Yang di Tangani

Di Kota Parepare
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran uang palsu d 1 Kota

Parepare terjadi dalam bentuk peredaran langsung melalui transaksi jual beli di

masyarakat. Pelaku tidak menggunakan metode yang rumit, melainkan

memanfaatkan aktivitas ekonomi harian sebagai sarana untuk mengedarkan
uang palsu kepada korban.Dalam praktiknya, pelaku cenderung menargetkan
pedagang kecil atau masyarakat yang beraktivitas di pinggir jalan. Hal ini
menunjukkan adanya pola pemilihan korban yang dianggap lebih rentan karena
keterbatasan alat pendeteksi uang palsu dan minimnya pengetahuan masyarakat
mengenai ciri-ciri uang asli.

Fenomena pengedaran uang palsu di Kota Parepare dapat dipahami
sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang tumbuh dalam ruang interaksi sosial

yang sederhana, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap
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kepercayaan masyarakat dalam sistem transaksi. Dalam konteks ini, kejahatan
tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai
gangguan terhadap tatanan sosial-ekonomi yang berjalan di masyarakat.
Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang
melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Allah
Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:
Go 3 3R ML ) Ty 1505 (Ll 2855 280 5a 1 5RE V5
@ &3ab3 A5 AL Gl g1l

Terjemahannya:
“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selain itu, Allah Swt. juga mengecam perbuatan curang dalam

transaksi sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1:

Terjemahannya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang.”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk penipuan dan
kecurangan dalam memperoleh keuntungan, termasuk melalui pengedaran
uang palsu, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu,
pelaku pengedaran uang palsu dapat dikenakan hukuman ta’zir yang
penetapannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim berdasarkan tingkat

kemudaratan dan kemaslahatan masyarakat.
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Dengan Modus yang digunakan umumnya dengan membelanjakan uang
palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Pemilihan pecahan tersebut bertujuan
agar pelaku mendapatkan kembalian uang asli dari transaksi yang dilakukan,
sehingga terdapat keuntungan ekonomi yang diperoleh secara tidak sah.Jika
dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, modus ini menunjukkan
bahwa kejahatan dapat berkembang ketika sistem pengawasan dan edukasi
masyarakat belum berjalan secara maksimal. Hal ini membuka ruang bagi
pelaku untuk memanfaatkan kelemahan sosial ekonomi masyarakat.

Modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya strategi
pemilihan korban secara selektif, yaitu masyarakat yang berada pada level
ekonomi kecil dengan tingkat literasi keuangan yang terbatas. Dalam konteks
ini, pelaku memanfaatkan kelemahan struktural masyarakat sebagai peluang
untuk melancarkan kejahatan. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk
kejahatan rasional (rational crime), di mana pelaku mempertimbangkan risiko
dan keuntungan sebelum melakukan tindakan.

Dalam teori penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa
efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga
pada kemampuan sistem hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran.
Penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa dibarengi dengan
penguatan aspek preventif akan menyebabkan kejahatan tetap berkembang
dalam bentuk yang berbeda.

Oleh karena itu, modus yang ditemukan dalam penelitian ini
memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan realitas sosial.

Hal ini menjadi indikator bahwa penegakan hukum perlu diperkuat melalui
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pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi masyarakat dan
pengawasan yang lebih intensif.

Dari perspektif Jarimah Ta zir, perbuatan ini termasuk tindakan yang
mengandung unsur penipuan dan kerugian terhadap harta orang lain. Meskipun
tidak diatur secara rinci dalam nash, perbuatan tersebut tetap dilarang karena
merusak kepercayaan dalam transaksi muamalah.Dalam kerangka Magasid al-
Syariah, modus ini jelas bertentangan dengan prinsip hifz al-mal (perlindungan
harta), karena mengakibatkan kerugian finansial bagi korban dan mengganggu
stabilitas transaksi ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, bentuk dan modus pengedaran uang palsu di Kota
Parepare menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat terencana, memanfaatkan
kelemahan masyarakat, serta memiliki dampak luas terhadap sistem ekonomi
lokal.

2. Penerapan Konsep Figh Jinayah Terhadap Kasus Pengedaran Uang
Palsu Dalam Konteks Hukum Positif di Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam
menangani kasus pengedaran uang palsu berpedoman pada ketentuan hukum
positif, khususnya KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang. Penanganan dilakukan melalui proses hukum yang sistematis dan
berjenjang.Dalam praktiknya, aparat tidak hanya berfokus pada penindakan,

tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
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Hal ini terlihat dari upaya memberikan perlindungan kepada korban serta
menjaga stabilitas ekonomi dari dampak peredaran uang palsu.

Jika dalam konteks hukum positif, pengedaran uang palsu dipandang
sebagai tindak pidana yang mengancam stabilitas ekonomi dan merugikan
masyarakat secara luas. Uang palsu tidak memiliki nilai yang sah sebagai alat
pembayaran, namun tetap digunakan dalam transaksi sehingga menimbulkan
kerugian bagi pihak yang menerima uang tersebut. Oleh karena itu, negara
memberikan perlindungan hukum melalui aturan pidana guna menjaga
keamanan dan ketertiban ekonomi masyarakat.

Jika dikaji dalam perspektif figh jinayah, tindakan pengedaran uang
palsu termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, karena tidak terdapat ketentuan
sanksi yang secara spesifik ditentukan dalam nash. Oleh karena itu, penetapan
hukumannya diserahkan kepada pemerintah atau u/i/ amri.Dalam konteks ini,
hukum positif yang diterapkan oleh aparat memiliki kesesuaian dengan prinsip
ta zir, karena memberikan ruang bagi negara untuk menentukan bentuk sanksi
sesuai tingkat bahaya perbuatan.

Konsep fa zir dalam hal ini memberikan ruang fleksibilitas bagi negara
untuk menyesuaikan bentuk hukuman dengan perkembangan kejahatan
modern, termasuk kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap
perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan. Penerapan
konsep fa'zir tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Allah Swt.

berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8:
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Terjemahanya:

“Wabhai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena
Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu
terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil
karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan
secara adil demi melindungi hak masyarakat. Dalam konteks pengedaran uang
palsu di Kota Parepare, aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan
ketentuan hukum positif, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan yang menjadi
tujuan utama figh jinayah. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap
pelaku pengedaran uang palsu memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip
syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap masyarakat dan
kemaslahatan umum.

Dimana kerusakan yang ditimbulkan juga dapat dipahami sebagai
bentuk gangguan terhadap stabilitas sosial, karena transaksi ekonomi
merupakan salah satu pilar utama kehidupan masyarakat. Ketika kepercayaan
terhadap alat tukar terganggu, maka akan muncul ketidakpastian dalam
aktivitas ekonomi yang lebih luas.Dalam konteks ini, penerapan hukum positif
dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip ta zir, di mana negara
berperan sebagai ulil amri yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan
masyarakat melalui penetapan sanksi yang proporsional.

Dari sisi Magqasid al-Syariah, penerapan hukum tersebut bertujuan

menjaga harta (hifz al-mal) dan melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi
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akibat peredaran uang palsu. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara
hukum positif dan tujuan syariat. Teori penegakan hukum juga terlihat dalam
proses yang dilakukan aparat, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, yang
menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menegakkan hukum secara
efektif.Dengan demikian, penerapan konsep figh jinayah dalam konteks hukum
positif di Kota Parepare menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara
hukum Islam dan hukum negara dalam menangani tindak pidana ini.
3. Jenis Sanksi Penagakan Hukum Yang Dikenakan Terhadap Pelaku
Pengedaran Uang Palsu Menurut Figh Jinayah di Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pengedaran uang palsu di
Kota Parepare dikenakan sanksi berdasarkan KUHP dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sanksi tersebut berupa pidana
penjara dan denda yang cukup berat.Dalam KUHP lama, pelaku dapat diancam
pidana hingga 15 tahun penjara, sedangkan dalam KUHP terbaru tahun 2023
ancaman pidana maksimal adalah 10 tahun penjara dengan denda sekitar
Rp200.000.000. Hal ini menunjukkan adanya pembaruan sistem pemidanaan
yang lebih terstruktur.Menurut aparat, sanksi tersebut dinilai memberikan efek
jera kepada pelaku, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya
pengulangan tindak pidana serupa di masyarakat. Hal ini menunjukkan fungsi
preventif dan represif dari hukum pidana.

Usaha pembaruan hukum pidana Indonesia  seharusnya
memperhatikan hukum Islam sebagai salah satu living law. Karena hukum
Islam mengandung prinsip keadilan restoratif yang sangat tinggi dan sudah

teryji dalam menanggulangi kriminalitas di tengah-tengah masyaratkat.
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Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk
merealisasikan  kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di
dunia maupun akhirat.®’

Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian menjalankan
proses hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan,
hingga pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum. Proses tersebut
menunjukkan bahwa penanganan kasus pengedaran uang palsu dilakukan
melalui mekanisme hukum yang terstruktur guna memastikan adanya
kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dengan adanya tahapan
tersebut, penegakan hukum tidak hanya berfungsi menemukan pelaku, tetapi
juga  membuktikan  unsur-unsur  tindak  pidana  agar  dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan pengadilan.

Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, penerapan sanksi
pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu memiliki fungsi represif dan
preventif. Fungsi represif terlihat dari adanya hukuman pidana yang dijatuhkan
kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Sementara itu, fungsi preventif tercermin dari tujuan pemberian hukuman yang
diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga dapat mencegah
masyarakat lain melakukan tindak pidana serupa.

Selain itu, penerapan sanksi yang cukup berat menunjukkan bahwa
tindak pidana pengedaran uang palsu dipandang sebagai kejahatan yang tidak
hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga berpotensi merusak sistem
ekonomi secara luas. Peredaran uang palsu dapat mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap alat pembayaran yang sah dan menimbulkan keresahan

67 Islamul Hag, ‘Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent
Effects’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 4.1 (2020), 132-50.
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dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, negara berkewajiban
memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui penegakan
hukum yang tegas dan konsisten. Pemberian sanksi tersebut memiliki tujuan
untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan yang lebih luas dalam
kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS.

Al-Hadid ayat 25:
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Terjemahnya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-
bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca
(keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang
mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun
(Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”
Sehingga di dalam konteks tindak pidana pengedaran uang palsu, sanksi
ta'zir diberikan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi
juga sebagai sarana pencegahan (preventif) dan perlindungan terhadap harta
masyarakat. Oleh karena itu, pidana penjara dan denda yang diterapkan dalam

hukum positif memiliki relevansi dengan tujuan figh jinayah dalam

mewujudkan kemaslahatan dan menjaga harta (hifz al-mal).
Teori penegakan hukum juga menunjukkan bahwa sanksi tersebut
memiliki fungsi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan

memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban.Dengan

demikian, jenis sanksi terhadap pelaku pengedaran uang palsu di Kota
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Parepare menunjukkan kesesuaian antara hukum positif dan prinsip figh
Jjinayah, khususnya dalam aspek fa zir yang berorientasi pada kemaslahatan
umum.

Dalam perspektif Jarimah Ta'’zir, sanksi tersebut termasuk bentuk
hukuman yang ditentukan oleh wu/i/ amri berdasarkan tingkat kemaslahatan
dan bahaya perbuatan. Penjara dan denda merupakan bentuk hukuman yang
sah dalam konsep ta zir.Dari sudut pandang Maqasid al-Syariah, sanksi ini
bertujuan menjaga harta (%ifz al-mal) serta menjaga ketertiban umum dalam
sistem ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan tidak
hanya bersifat pembalasan, tetapi juga perlindungan.

Konsep jarimah ta’zir memberikan kewenangan kepada pemerintah
untuk menetapkan hukuman yang dianggap mampu menciptakan
kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Dalam konteks ini,
sanksi berupa pidana penjara dan denda dapat dipahami sebagai bentuk
hukuman ta ’zir yang bertujuan menjaga ketertiban umum serta memberikan
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi
dan transaksi keuangan.

Selain itu, keberadaan sanksi yang tegas juga menunjukkan bahwa
negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem ekonomi
tetap berjalan secara adil dan terpercaya. Tanpa sanksi yang jelas, kejahatan
seperti ini dapat berkembang dan merusak struktur ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, sanksi dalam kasus ini menunjukkan adanya integrasi

antara prinsip Jarimah Ta’zir, tujuan Magqasid al-Syariah, dan teori
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penegakan hukum yang menekankan keseimbangan antara keadilan,
kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, jenis sanksi penegakan hukum terhadap pelaku
pengedaran uang palsu di Kota Parepare menunjukkan adanya keterkaitan
antara hukum positif dan prinsip-prinsip figh jinayah. Penerapan hukuman
penjara dan denda tidak hanya mencerminkan upaya penegakan hukum secara
formal, tetapi juga mencerminkan tujuan hukum Islam dalam menciptakan
keadilan, menjaga kemaslahatan, dan melindungi kepentingan masyarakat

secara luas.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah membahas topik skripsi setiap bab, penulis membuat kesimpulan pada

akhir sebagai jawaban dari masalah yang dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan mengenai tinjauan figh jinayah terhadap tindak pidana pengedaran uang

palsu di Kota Parepare (studi kasus penanganan di Polres Parepare), maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bentuk dan modus pengedaran uang palsu di Kota Parepare dilakukan
melalui transaksi langsung kepada masyarakat dengan memanfaatkan
aktivitas jual beli sehari-hari. Modus ini menunjukkan adanya pola
kejahatan yang terarah dengan menyasar kelompok masyarakat yang
rentan, khususnya pedagang kecil yang memiliki keterbatasan dalam
mendeteksi keaslian uang.

Penerapan konsep figh jinayah dalam konteks hukum positif menunjukkan
adanya kesesuaian antara hukum Islam dan hukum negara. Tindak pidana
pengedaran uang palsu dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena tidak
memiliki ketentuan sanksi yang spesifik dalam nash, sehingga penentuan
hukuman diserahkan kepada pemerintah dengan mempertimbangkan

kemaslahatan dan tingkat bahaya perbuatan.

3. Jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku berupa pidana penjara dan

denda sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sanksi tersebut berfungsi memberikan efek

jera serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif
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Penegakan hukum uang palsu di Kota Parepare merupakan implementasi
sanksi 7a’zir oleh negara (ulil amri) yang selaras dengan hukum positif
untuk mewujudkan Magasid al-Syariah, khususnya perlindungan harta (hifz
al-mal). Secara teoretis, efektivitas hukum tercapai melalui sinergi antara
tindakan represif yang sistematis dan upaya menjaga kemaslahatan serta

stabilitas ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1.

Kepada aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan upaya
preventif selain penindakan, khususnya melalui penguatan kerja sama
dengan lembaga perbankan, Kominfo, serta optimalisasi peran
Bhabinkamtibmas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai
ciri-ciri uang palsu.

Kepada masyarakat, diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan dalam
menerima uang dalam transaksi sehari-hari dengan menerapkan metode
sederhana seperti dilihat, diraba, dan diterawang, serta segera melaporkan
apabila menemukan indikasi peredaran uang palsu kepada pihak berwenang.
Kepada pemerintah, diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan
teknologi pendeteksian uang palsu serta meningkatkan literasi keuangan
masyarakat agar dapat meminimalisir ruang gerak pelaku kejahatan
ekonomi.

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam

mengenai jaringan peredaran uang palsu lintas daerah serta efektivitas



77

penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam secara lebih

komparatif.
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Bagaimana tahapan penyelidikan dan penyidikan kasus uang palsu?

Parepare, 03 Desember 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama

K.

Rasna 1< M.H.
NIDN. 2028098602
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